BAB VII
PENUTUP

Bagian ini merupakan akhir dari pembahasan yang memuat kesimpulan,
rekomendasi, implikasi dan keterbatasan studi.
7.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data tentang keharusan membayar
upah nikah dalam masyarakat Sigunanti. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada
bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang memberikan jawaban terhadap
masalah yang dirumuskan dalam studi ini yaitu sebagai berikut:

Praktik Upah nikah dalam masyarakat Sigunanti yang pembayarannya
dilakukan oleh pihak laki-laki kepada niniak mamak pihak perempuan yang
digunakan sebagai jasa atau tanda terima kasih atas pengurusan pernikahan adat.
Pembayaran upah nikah dilakukan paling lambat 15 hari sebelum pernikahan dan
terbagi menjadi dua jenis, yaitu untuk pernikahan tercatat secara resmi dan
pernikahan siri. Proses pernikahan melibatkan sembilan tahapan yang dikelola oleh
perangkat adat yang ditugaskan oleh Niniak mamak, yang mencakup silaturahmi,
mancaghi ayam, manjawek tando, tunggu manunggu, gapek kibalek, baduduak
urang, masak nasi/ malam bainai, hari alek, dan manyudah alek. Sebelum
pencatatan pernikahan dilakukan, upah nikah harus dibayarkan agar niniak mamak
dapat mengeluarkan surat rekomendasi menikah yang menjadi syarat administrasi
di Kantor Wali Nagari dan Kantor Urusan Agama (KUA). Pengurusan pencatatan
pernikahan tersebut dilakukan oleh niniak mamak. Uang wupah nikah yang
dibayarkan oleh laki-laki dibagikan kepada enam kelompok, yakni untuk PNBP
Nikah, perangkat adat, uang adat untuk mempelai wanita, uang saksi, sumbangan
masjid, dan ketua pemuda.

Faktor dan alasan dilakukannya upah nikah. Terdapat tiga faktor utama,
yaitu adat, tanggung jawab, dan penghormatan. Sebagai bagian dari adat, upah
nikah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya
yang harus dijaga. Tradisi ini bukan hanya warisan leluhur, tetapi juga memiliki

nilai sosial yang mengikat masyarakat. Selain itu, faktor tanggung jawab terlihat
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dari peran Niniak mamak dalam mengurus pencatatan pernikahan serta memastikan
pelaksanaannya sesuai dengan aturan adat. Mereka memiliki kewajiban untuk
membimbing dan melindungi anak cucu kemenakan dalam pernikahan. Sementara
itu, faktor penghormatan tercermin dalam pemberian uang upah nikah sebagai
bentuk apresiasi terhadap perangkat adat yang berperan dalam mengatur jalannya
upacara pernikahan. Penetapan upah nikah oleh niniak mamak didasarkan pada dua
alasan utama, yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap anak cucu kemenakan
serta sebagai patokan kesanggupan laki-laki dalam berumah tangga. Sebagai
pelindung, niniak mamak memiliki tanggung jawab untuk memastikan
kesejahteraan anggota keluarga mereka, termasuk dalam pernikahan. Upah nikah
menjadi bagian dari mekanisme perlindungan ini, karena membantu menyelesaikan
permasalahan dalam rumah tangga dan mencegah ketidakadilan di kemudian hari.
Jika terjadi konflik, niniak mamak berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab
dalam mencari solusi. Selain itu, upah nikah juga digunakan sebagai ukuran
kesiapan laki-laki dalam menafkahi istri dan keluarganya. Dengan menetapkan
upah nikah, niniak mamak dapat menilai keseriusan, tanggung jawab, dan
kemampuan calon suami dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan
demikian, upah nikah bukan sekadar tradisi adat, tetapi juga berfungsi sebagai
bentuk perlindungan sosial dan alat penilaian dalam memastikan kelangsungan
pernikahan yang harmonis.

Dampak adanya upah nikah terhadap budaya hukum masyarakat Sigunanti
tercermin dalam tiga aspek utama: kepatuhan terhadap adat, penguatan hukum adat,
dan munculnya budaya hukum baru. Pertama, adanya upah nikah mendorong
kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat pernikahan, yang diwariskan secara
turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya mempertahankan nilai-nilai leluhur, tetapi
juga mempermudah calon pengantin dalam mengurus pernikahan, karena segala
proses administratif ditangani oleh niniak mamak. Kedua, upah nikah memperkuat
hukum adat dengan adanya sanksi bagi mereka yang tidak mematuhinya.
Pelanggaran terhadap adat ini dapat berujung pada sanksi sosial, seperti dikeluarkan
dari komunitas atau dianggap berutang kepada niniak mamak, sehingga

menciptakan dorongan kuat bagi masyarakat untuk menaati aturan adat. Ketiga,
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munculnya budaya hukum baru yang mengintegrasikan hukum adat dengan hukum
negara. Rekomendasi menikah dari niniak mamak menjadi syarat dalam
pengurusan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), yang menunjukkan
adanya sinergi antara sistem adat dan hukum formal. Dengan demikian, upah nikah
tidak hanya berperan sebagai tradisi, tetapi juga sebagai mekanisme hukum yang
memperkuat identitas budaya masyarakat Sigunanti serta menjaga keharmonisan
sosial melalui keterpaduan antara adat dan hukum negara.

Praktik upah nikah dalam masyarakat Sigunanti memiliki fungsi manifes
dan laten yang berkontribusi pada kelangsungan adat serta kesejahteraan sosial.
Secara manifes, upah nikah berfungsi menjaga kelestarian adat, membantu
masyarakat dalam pengurusan pernikahan, serta menjadi bentuk penghargaan
terhadap peran niniak mamak dalam proses pernikahan. Sementara itu, secara laten,
upah nikah memiliki tujuan tersembunyi, seperti memastikan kesiapan laki-laki
dalam menafkahi keluarganya serta menjadi bentuk perlindungan bagi anak cucu
kamanakan. Munculnya budaya hukum dalam membayar upah nikah menunjukkan
pola kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat, yang telah disepakati melalui
lembaga adat seperti KAN (Kerapatan Adat Nagari). Tradisi ini juga mencerminkan
konsep maslahah, yakni demi kemaslahatan bersama, karena memudahkan
pengurusan administrasi pernikahan dan memastikan perempuan mendapatkan
perlindungan dalam rumah tangga. Dengan demikian, upah nikah tidak hanya
berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai instrumen hukum adat yang
memastikan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
7.2. Rekomendasi

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang terhadap praktik
upah nikah, adanya keharusan membayar upah nikah oleh pihak laki-laki kepada
niniak mamak pihak perempuan. Bahwasanya praktik upah nikah ini banyak
memberikan manfaat kepada masyarakat terutama dalam pelaksanaan prosesi
perkawinan. Dengan adanya wupah nikah, banyak masyarakat tertolong dalam

pengurusan yang berkaitan dengan prosesi acara adat dalam pernikahan.
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7.3. Implikasi

Kajian penelitian ini fokus kepada adanya keharusan membayar upah nikah
oleh pihak laki-laki kepada niniak mamak pihak perempuan sebelum
melakasanakan pernikahan. Adat upah nikah ini dianalisis menggunakan teori
fungsi Robert K. Merton yaitu fungsi manifes dan latensi. Ini merupakan tradisi
yang mesti dipertahankan dalam masyarakat sebab dalam tradisi ini mengandung
fungsi manifes dan laten yang mana dapat memberikan manfaat yang besar kepada
masyarakat. Sehingga tradisi ini mengandung maslahah yang bertujuan untuk
menjaga jiwa dan keturunan. Dengan adanya aturan dalam tradisi ini, niniak
mamak mencerminkan sinergi antara hukum adat dan hukum negara yang saling
menguatkan dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.
7.4. Keterbatasan Studi

Tulisan ini masih jauh dari kata sempurna/ penelitian yang dilakukan di
Nagari Sigunanti, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Fokus penelitian
ini mengapa adanya keharusan membayar upah nikah dalam masyarakat Sigunanti.
sehingga pada penelitian ini hanya fokus pada alasan dan faktor serta damapak upah
nikah terhadap masyarakat Sigunanti. Masih ada isu menarik yang dapat
dikembangkan dalam tatanan adat masyarakat Sigunanti, salah satunya terkait
kepentingan tertentu yang dapat dilihat dari bagaimana adat bisa menguasai atau
bisa berkuasa terhadap kehidupan masyarakat.
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